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BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATl OGAN KOMERING ULU TIMUR 

NOMOR (D TAHUN 2024 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (8) 
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Nornor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, perlu •menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata 
Cara Pernungutari Pajak Sarang Burung Walet; 

.,>., 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang 
Pernbentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan 
Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Surnatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nornor 152, Tamibahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4347); 

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lenibaran ·Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
~armonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahtin 2021 Nomor 246, Tambahan 
Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 
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Menetapkan 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang) Lembaran 
Negara republic Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856; 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 
tentang Ketentuan Umum Pajak daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2023 Nomor 85, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 Nomor 1); 
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 
32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan 
Oaerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
(Berita Oaerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Tahun 2023 Nomor 32). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PEMUNGUTAN PAJAK $ARANO BURUNG WALET 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur 
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 
4. Sadan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat 

BAPENDA adalah S adan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

5. Kepala Sadan Pendapatan Daerah yang selanjutnya 
disingkat Kepala BAPENDA adalah Kepala Sadan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur. 

6. Burung Walet adalah satwa yang termasuk dalarn 
marga collocalia, yaitu collocalia fuchl,iap haga, collecia 
maxina, collecelia escunlanta dan collecelia linchi. 

7. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang 
sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi 
sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetaskan 
dan membesarkan anak Burung Walet. 

8. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan 
pengambilan dan/ atau Pengusahaan Sarang Surung 
Walet. 

9. Pengusahaan Sarang Surung Walet adalah bentuk 
kegiatan pengambilan Sarang Surung Walet di habitat 
alarni dan diluar habitat alami. 

10. Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur. 

11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di 
bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

12. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (SUMN), 
atau Sadan Usaha Milik Daerah (SUMO) dengan nama 
dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha 
tetap. 

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan, meliputi 
pembayaran pajak, pemotong pajak; dan pemungut 
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
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perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan Perpajakan Daerah. 

14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan 
kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang 
terutang. 

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 
dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, 
penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai 
kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta 
pengawasan penyetorannya. 

16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek 
pajak, dan/ a tau harta dan kewajiban sesuai dengan 
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 
terutang.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau 
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas Daerah melalui ternpat pernbayaran 
yang ditunjuk oleh Bupati. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang 
rnenentukan jurnlah pokok pajak sarna besarnya 
dengan jurnlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan 
pajak yang rnenentukan besarnya jurnlah pokok pajak, 
jurnlah kredit pajak, jumlah kekurangan pernbayaran 
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan 
jurnlah pajak yang rnasih harus dibayar. 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT 
adalah surat ketetapan pajak yang rnenentukan 
tambahan atas jurnlah pajak yang telah ditetapkan. 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan 
pajak yang rnenentukan jumlah kelebihan pernbayaran 
pajak karena jurnlah kredit pajak lebih besar dari pada 
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

22. Surat Tagihan Pajak Daerah . yang selanjutnya 
disingkat STPD adalah surat untuk rnelakµkan 
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tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa 
bunga dan/atau denda. 

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 
menghimpun dan mengolah data, keterangan, 
dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan 
Retribusi Daerah. 

24. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang 
Pajak dan biaya Penagihan Pajak. 

BAB II 
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK 

Pasal 2 
(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. 
(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung 

Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah 

dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan 
b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan 

sarang Burung Walet lainnya. 
Pasal 3 

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang 
pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan 
dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet. 

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang 
pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan 
dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet. 

BAB III 
DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN 

Pasal4 
( 1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah 

nilai jual sarang Burung Walet. 
(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara 
harga pasaran umum sarang Burung Walet yang 
berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume 
sarang Bu rung W alet. 

Pasal 5 , 
(1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 

·20% (dua puluh persen). 
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(2) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang 
terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar 
pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) dengan tarif Pajak 
Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

(3) Terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada 
saat terjadinya pengambilan dan/ atau pengusahaan 
sarang burung walet. 

(4) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang 
terutang terdapat pada tempat pengambilan dan/atau 
pengusahaan sarang burung walet. 

BABIV 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

Bagian Kesatu 
Pendaftaran dan Pendataan 

Pasal 6 
( 1) Setiap wajib pajak harus mendaftarkan usahanya 

dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Pajak 
pada BAPENDA paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sebelum dimulainya kegiatan usahanya kecuali 
ditentukan lain. 

(2) Formulir Pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas, lengkap 
dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. 

(3) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan 
diterbitkan NPWPD oleh BAPENDA. 

(4) Dalam hal wajib pajak tidak mendaftarkan usahanya 
dalam jangka waktu dimaksud pada ayat ( 1), 
BAPENDA dapat menetapkan sebagai wajib pajak 
secara jabatan berdasarkan keterangan yang dapat 
dipertanggung jawabkan. 

(5) Ketentuan mengenai Formulir Pendaftaran Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum pada 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

(6) BAPENDA melakukan pendataan objek Pajak atas 
dasar pengambilan dan/atau pemanfaatan Walet 

.(7) Pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat. (6) dilaksanakan . oleh pejabat yang membidangi 

Pendataan 
(8) Dalam rangka penghitungan Nilai Perolehan Sarang 

Burung wallet. BAPENDA melakukan pendataan 
.dan/atau · pencatatan untuk mengetahui besarnya 

. ' , ·, 
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jumlah/volume pengambilan sarang Burung Walet 
Tanah yang berdasarkan hasil Produksi Wajib Pajak 

(9) Pendataan sebagaimana dimaksud a ayat (3), dicatat 
oleh petugas BAPENDA secara berka1a. 

Bagian Ked ua 
Pelaporan 

Pasal 7 
(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD. 
(2) SPTPD yang diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta 
ditandatangani oleh wajib pajak. 

(3) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, 
membayar dan melaporkan sendiri pajak yang 
terutang dengan menggunakan SPTPD manual 
dan/atau SPTPD elektronik. 

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disampaikan kepada Kepala BAPENDA paling lama 15 
(Lima Betas) hari setelah berakhirnya masa pajak. 

(5) Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada 
hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD 
jatuh pada hari kerja beriku tnya. 

(6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) harus disertai lampiran dokumen berupa: 

a . rekapitulasi penerimaan harian; 
b. surat keterangan asal barang; dan 
c. bukti setoran pajak (SSPD). 

Bagian Ketiga 
Pembayaran 

Pasal 8 
( 1) Pembayaran pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak 

secara sekaligus maupun bertahap dalam satu kali 
masa pajak. 

(2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan berdasarkan SPTPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) pada Bank a tau 
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 
10 (SepuJuh) hari setelah berakhimya masa pajak 
dengan menggunakan SSPD. 

(3) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana 
dimaksµd pada ayat (2) jatuh · pada hatj libur, maka 
batas wa~tu pembayaran adalah'hari. kerja berikutnya. 

(4) Penibayaran. dan penyetoran Pajak dapat dilakukan 
dengan Sistern Online. 

(5) Wajib Pajak . dapat· melakukan pembayaran dan 
peri~etoran , Pajak .dengan setorart tunai, transfer 
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dan/ atau menggunakan fasilitas pembayaran dan 
penyetoran yang disediakan oleh Bank ke rekening 
Kas Umum Daerah. 

(6) Apabila pembayaran pajak dilakukan pada tempat lain 
yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka bukti 
pembayaran yang diterbitkan dapat dipersamakan 
dengan SSPD. 

(7) Pembayaran pajak melalui tempat lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) diakui dan dinyatakan lunas 
apabila pembayaran telah diterima pada Kas Umum 
Daerah. 

(8) Bukti pembayaran yang diterbitkan pada tempat lain 
yang ditunjuk sebagai tempat pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit 
berisi: 
a. nama W ajib Pajak; 
b . NPWPD; 
c. jenis Pajak; 
d. masa Pajak dan Tahun Pajak; dan 
e. besarnya pajak yang disetor. 

(9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor 
tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari 
Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau 
disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran 
sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan 
ditagih dengan menggunakan STPD. 

Bagian Keempat 
Penilaian dan Penetapan 

Pasal 9 
(1) Pajak Sarang Burung Walet dipungut dengan Self 

Assessment System yang memberikan kepercayaan 
kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri 
pajak terutang kepada BAPENDA menggunakan 
SPTPD. 

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat 
terutangnya pajak, Kepala BAPENDA atau Pejabat 
yang berwenang dapat menerbitkan : 

a. SKPDKB <la.lam hal : 
1. jika berdasarkan basil pemeriksaan atau 

·keterangan lain, pajak yang teruta:ng tidak 
atau kurang dibayar; 
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2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada 
Kepa.la BAPENDA atau Pejabat yang 
berwenang dalam jangka waktu 7 (tujuh) 
hari dan setelah ditegur secara tertulis 
tidak disampaikan pada waktunya 
sebagaimana ditentukan dalam surat 
teguran; atau 

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak 
dipenuhi, pajak yang terutang dihitung 
secara jabatan. 

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau 
data yang semula belum terungkap yang 
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang 
terutang. 

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama 
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau 
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak 

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam 
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif 
berupa denda sebesar 1,8% (satu koma delapan 
persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang 
dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak 
saat terutangnya pajak 

(4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, 
ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi 
administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua 
puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang, 
ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 
2,2% (dua korna dua persen) perbulan dihitung dari 
pajak yang kurang atau terlarnbat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan 
diterbitkan SKPDKB. 

(5) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam 
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 
100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak 
terse but. 

(6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak 
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri 
kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan 
tindakan pemeriksaan. 

Pasal 10 
(1) . Pajak ter:utang ciihitung se~ara Jabatari :~~bagaimana 

diinaksud dalam Pasal 9 ayaf (2) huruf a · angka 3 · 



y. 

10 

adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan 
oleh Kepala BAPENDA atau Pejabat yang berwenang, 
berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang 
dimiliki. 

(2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan apabila : 

a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan 
dan pencatatan omzet usahanya; 

b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan 
pencatatan tetapi tidak lengkap dan/ atau tidak 
benar; 

c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan 
dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau 
menolak memberikan keterangan pada saat 
dilakukan pemeriksaan; dan/atau 

d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan 
atau bill yang berseri dan bemomor urut. 

(3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, 
petugas pemeriksa telah melakukan prosedur 
pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang­
undangan. 

(4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan 
pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu 
atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan 
dengan tahapan prioritas sebagai berikut: 

a. berdasarkan hasil kas opname; 
b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di 

lokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan 
c. berdasarkan data pembanding. 

(5) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) huruf a akan dipakai sebagai nilai omzet per hari 
yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan 
penerimaan kas menurut hasil kas opname. 

(6) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf b, omzet/penerimaan 
ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah 
pengarnbilan sarang burung walet dan rata-rata 
besarnya penerimaan pembayaran yang diterima Wajib 
Pajak. 

Bagian Kelima 
Penagihan 

Pasal 11 
(1) Apabila ;ampai tanggal jatuh tempo. pemb.ayaran, 

· masih ada Pajak Sarang Burung Walet yang terutang, 
maka akan · · dilakukan . penagihan oleh · bi dang . · 

: penagihan. 

. \ . '-' .·-.'.•• 



(2) 

(3) 

(4) 
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Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan 
Banding 
Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat 
Teguran. 
Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
memuat: 

a. nama Wajib Pajak; 
b. besar utang pajak; 
c. perintah untuk membayar; dan 
d. saat pelunasan utang pajak. 

(5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh 
tempo pembayaran pajak dan dalam jangka waktu 7 
(tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib 
Pajak harus melunasinya. 

Pasal 12 
( 1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan 

sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila : 
a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan 

meninggalkan Indonesia untuk selama­
lamanya; 

b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindah 
tangankan barang yang dimiliki atau dikuasai 
dalam rangka menghentikan atau mengecilkan 
kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang 
dilakukan di Indonesia; 

c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau 
Penanggung Pajak akan membu barkan Sadan 
usahanya atau memindahkan perusahaan yang 
dimiliki atau dikuasainya atau melakukan 
perubahan dalam bentuk lain; 

d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara; 
dan 

e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau 
Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau 
terdapat tanda kepailitan. 

(21 - Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, 
memuat: 

a. riama wajib pajak; 
b . besar._utang pajak; . 
c . perintah untuk membayar; dan 
d. saat pelunasan utang.pajak . . 

. . . (3) Surat · Perintah Penagihan· Seketika dan Sekaligus 
· _· . · ·diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa. 

·. , ., 

. ,; . _;, .. 
• 1 , . ' • 



(4) 

(2) 
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Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, 
dilaksanakan sesuai dengan keten tuan Peraturan 

Pen.lndang-urtdangan. 

Pasal 13 
Surat pa.ksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN 
BERDASARKAN KE'i'UHANAN YANG MAHA ESA" 
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan 
hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang 
telah mernpunyai kekuatan hukum tetap. 
Surat Paksa paling sedikit memuat: 

a. nama wajib pajak; 
b. dasar penagihan; 
c. besamya utang pajak; dan 
d. perintah untuk membayar. 

Pasal 14 
( 1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, 

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau 
kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat 
ditagih dengan Surat Paksa. 

(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan Pera tu ran Perundang-
undangan. 

Pasal 15 
(1) Surat Paksa diterbitkan apabila: 

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak 
dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran 
atau surat lainya yang sejenis; 

b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan 
penagihan seketika dan sekaligus; 

c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana tercantum dalam keputusan 
persetujuan angsuran atau penundaan 
pembayaran pajak; atau. 

d. apabila jumlah pajak yang masih harus 
dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu 
yang ditentukan dalam Surat Teguran atau 
surat lain yang sejenis. 

(2) . Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan 
·apabila Penanggung · Pajak tldak m:elunasi utang 
paJaknya sampai dengan . tangga,l , jatuh tempo 
pembayaran. · . 

· (3) · Apabili;t jumlah pajak yang m~sih h!iruS · dibayarkan 
•' ' ticlak dHunasi dalam' jangka ' ~aktu sebagaimana 
' _ditentoka,n dala_m ~urat Tegu'ran ata~ surat lain yang 
· sejenis; diterbitkan dail dit,agih dengar:i S.uratPaksa. 

•M '• ,_ • ' •. • • . • ~ ' • ' • 

. ,-.. ·.·" . . r: ·. :.· .:._, .. ( 
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(4) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat 
(1) dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah 
lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima 
Surat Teguran atau surat lain yang sejenis. 

(5) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak 
dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua 
puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat 
Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera 
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan 

(6) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum 
juga melunasi hutang Pajaknya, paling lama 14 (empat 
belas) hari kerja sejak tanggal ctiterima Surat Perintah 
Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita 
Pajak mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang 
Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang 
disita 

(7) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, 
tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita 
Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis 
kepada Wajib Pajak. 

(8) Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang 
pajak dan biaya yang sah, kelebihannya dikembalikan 
kepada Wajib Pajak. 

Pasal 16 
( 1) Dalam hal tindakan penagihan sudah dilaksanakan 

namun tidak ctiindahkan oleh Wajib Pajak, maka 
BAPENDA dapat melakukan upaya penagihan lain. 

(2) Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), antara lain : 

a. pemanggilan Wajib Pajak; 
b. pengusulan pencabutan penzman dan non 

perizinan usaha/kegiatan kepada penerbit 
dokumen perizinan dan non perizinan. 

(3) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a adalah undangan kepada Wajib Pajak 
yang dilakukan sebelum atau setelah teguran 
disampaikan. 

(4) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a dapat dilakukan oleh Kepala 
BAPENDA atau instansi lain yang bekerja sama 
dengan Pemerintah Daerah. 

(5) Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b ctilakukan setel~ teguran ketiga 
diterima oleh Wajib Pajak. 

BABV 
KEDALUWARSA P~NAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANO __ PAJAK 

' ' 
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Bagian Kesatu 
Kedaluwarsa Penagihan 

Pasal 17 
{l) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi 

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun 
terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila 
Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang 
perpajakan. 

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak tertangguh apabila: 
a. diterbitkan surat teguran dan/ atau surat 

paksa; atau 
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, 

baik langsung maupun tidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat 

Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal 
penyampaian Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa. 

(4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib 
Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih 
mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya 
kepada Pemerintah Daerah. 

(5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan 
oleh Wajib Pajak 

(6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal 
pengakuan 

Bagian Kedua 
Penghapusan Piutang 

Pasal 18 
(1) Piutang Pajak yang tldak mungkin ditagih lagi karena 

hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa 
dapatdihapuskan. 

(2) Penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa 
sebagaimana diinaksud · pada ayat (I) ditetapkan 

. dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang .. undangan. . . 

. (3) ·Piutang pajak yang tidak mungkin · ditagih lagi namun 
belum ·· kadaluwarsa dimasukkan kedalam daftar 
piutang pajak yang akan dihapuskan. . . 

•, (4) Piutang pajak ya.rig . tidak _mupg~ dapat ditagih lagi 
·. ·. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aqal~; . : 

- . ' ' ·, ' . . . \ . 
•, -· -

. · . 
. ' . ·~,.-~ ·. ·, :. . ., 

'. • • J 
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Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau 
meninggal dunia dengan tidak meninggalkan 
harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, 
atau abli waris tidak dapat ditemukan; 
Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan 
lagi; 
Wajib Pajak pailit berdasarkan putusan 
Pengadilan, dan hasil penjualan hartanya tidak 
mencukupi untuk melunasi hutang pajak; 
Wajib Pajak bubar, likuidasi, a.tau pailit dan 
pengurus, direksi, komisaris, -pemegang sabam, 
pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani 
untuk melakukan pemberesan atau likuidator, 
a.tau kurator tidak dapat ditemukan; dan 

e. sebab lain sesuai hasil penelitian. 
(5) Untuk penghapusan piutang pajak, BAPENDA 

melakukan penelitian administratif atau lapangan. 
(6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dituangkan dalam Serita Acara Hasil Penelitian. 
(7) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang 

pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD atau 
dokumen lain yang dipersamakan dan STPD. 

(8) Penghapusan piutang pajak ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 19 
(1) Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Bupati 
berdasarkan Permohonan penghapusan piutang yang 
disampaikan oleh Wajib Pajak kepada BAPENDA. 

(2) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: 
a. nama dan alamat wajib pajak; 
b. jumlah piutang pajak; 
c. tahun pajak; dan 
d . alasan penghapusan piutang pajak. 

(3) Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
(1) dan ayat (2) dapat diusulkan untuk dihapus setelah 
adanya Serita Acara Hasil Penelitian sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 18 ayat (5). 

(4) SAPENDA menyusun daftar usulan penghapusan 
piutang berdasarkan Serita Acara Hasil Penelitian. 

(5) Daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
disampaikan kepada Supati untuk mendapatkan 
pe~etujtian dan penetapan penghapusan. 

(6) 
SABVl 

_TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING 

Sagian Kesatu 

' ' ,, .' . ,, 
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Keberatan 

Pasal20 d 
Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepa a 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap STPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan 
pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga. 
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diajukan oleh perorangan dan/ atau badan usaha 
dalam hal: 
a. Wajib Pajak merasa perhitungan Pajak tidak 

sebagaimana mestinya; dan/ atau 
b . terdapat perbedaan penafsiran dalam ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
diusulkan secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati 
melalui BPPD dengan ketentuan, sebagai berikut : 

a. setiap pengajuan 1 (satu) surat keberatan 
berlaku untuk 1 (satu) STPD/ SKPDKB/ 
SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN; 

b. pengajuan surat keberatan ditandatangani oleh 
Wajib Pajak disertai asli STPD/ SKPDKB/ 
SKPDKBT/ SKPDLB/ SK.PON yang diajukan 
keberatan; 

c. melampirkan nilai Pajak yang terutang 
menurut penghitungan Wajib Pajak disertai 
dengan alasan yang mendukung pengajuan 
keberatannya;dan 

d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal diterimanya STPD kecuali apabila 
Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuihi 
karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Dalam hal surat keberatan ditan~atangani oleh bukan 
Wajib Pajak dilampiri surat kuasa khusus. 

(5) Tanggal penerimaan surat keberatan yang dijadikan 
dasar untuk memproses surat keberat'an yaitu : 

a. tanggal terima surat keberatanl dalam hal 
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak 
atau kuasanya kepada petugas yang ditunjuk; 
atau 

b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam 
hal disampaikan .melalui jasa pengiriman dengan 
bukti pengiriman surat . 

. (6) : Dalam memeriksa. usulan keberatan, BAPENDA dapat 
memin_ta bukti pendukung berupa: 

a. foto~opi identjtas Wajib Pajak dan fotokopi 
identita.s · ktiasa .Wajib . Pajak .dalam hal 
dikuasakan; . · 
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b. fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan 
c. fotokopi bukti pendukung lainnya. 

(7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk 
beberapa surat ketetapan Pajak dengan objek yang 
sama diselesaikan secara bersamaan oleh kepala 
BAPENDA. 

(S) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk 
surat ketetapan Pajak yang telah dilakukan tindakan 
penagihan pajak dengan surat paksa diselesaikan 
kepala BAPENDA atau pejabat yang ditunjuk. 

(9) Pengajuan keberatan yang telah dilakukan tindakan 
penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (8) diajukan sebelum 1 (satu) 
bulan sejak surat paksa diterbitkan. 

(10) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui 
Wajib Pajak. 

(11) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka 
waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum 
dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh 
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan 
Surat Keputusan Keberatan. 

(12) Pengajuan keberatan clilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(13) Ketentuan mengenai Permohonan keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 21 
Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dapat 
diproses untuk disetujui. 

Pasal22 
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus rnemberi 

keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( 1). 

(2) Dalam memberikan keputusan atas keberatan yang 
diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat 
melakukan pemeriksaan, meliputi : . 

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat a. 
tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan 
basil pemeriksaan; dan 

b . dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan, 
pejabat . yang berwenang dapat 
memberitahukan terlebih dahulu kepada Wajib 
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Pajak secara tertulis tentang pelaksanaan 
penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak 

(3) BAPENDA meneruskan berkas pengajuan keberatan 
kepada Bupati dalam jangka waktu paling Jama 1 O 
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat 
keberatan. 

(4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang d itunjuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 
tanggal surat keberatan diterima. 

(5) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas 
keberatan dapat berupa: 
a . menerima seluruhnya pajak yang terutang 

berdasarkan hasil pemeriksaan; 
b. menerima sebagian pajak yang terutang 

berdasarkan hasil pemeriksaan; 
c. menolak pajak yang terutang berdasarkan hasil 

pemeriksaan dengan pajak yang terutang dalam 
surat keputusan/ketetapan yang diajukan 
keberatan oleh Wajib Pajak ; atau 

d . menambah besarnya jumlah pajak yang terutang 
dalam hal pajak yang terutang berda sarkan h asil 
pemeriksaan lebih besar dari yang terutang dalam 
surat keputusan/ ketetapan yang diajukan 
keberatan oleh Wajib Pajak . 

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu 
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap diterima. 

(7) Dalani hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan 
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran 
Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan 
dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan 

(S) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan 

(9) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau 
dikabulkan sebagian, Wajib . Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh 
persen) dari juml~ Pajak ~rdas~kan keputusan 
keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar 
sebelum mengajukan keberatan. 

Bagian Kedua 
Banding 
Pasal 23 
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Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Sura~ 
Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan 
melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan. 
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 
dengan alasan yang jelas. 
Pengajuan permohonan banding sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan pada Pengadilan 
Pajak. 

Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai 
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan 
Putusan Banding. 
Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Pasal 24 
(1) Jika Pengajuan keberatan atau permohonan Banding 

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 
pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebesar 0,6% (Nol koma Enam persen) 
sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan. 

(2) 

(3) 

(4) 

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
Putusan Banding. 
Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau 
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 60% (Enam puluh 
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan putusan 
banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar 
sebelum mengajukan keberatan. 
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan 
Banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 
30% (tiga pul':1h persen) sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 22 ayat (9) tidak dikenakan. 

BAB VII 
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANA.N DAN 

PEMBEBASAN · 

Bagian Kesatu 
Pengurangan 

Pasal25 
(1} · Atas dasar pemohortan Wajib Pajak, Bupati ~~~aui 
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Kepala BAPENDA dapat memberikan pengurangan 
terhadap ketetapan Pajak yang tidak benar atau 
berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar 
Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang­
undangan yang berlaku. 

(2) Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dengan melihat kondisi W ajib 
Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas sehingga 
mempengaruhi kelangsungan usahanya. 

Pasal 26 
(1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: 
a. tidak diajukan keberatan; 
b. diajukan keberatan, 

dipertimbangkan; 
tetapi tidak 

c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan 
atau penghapusan sanksi administrasi; 

d. diajukan permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut 
oleh Wajib Pajak; 

e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat 

f. 
ketetapan pajak; 
permohonan harus diajukan secara tertulis 
dalam Bahasa Indonesia; dan 

g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib 
Pajak dan dalam hal surat permohonan 
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat 
permohonan tersebut harus dilampiri dengan 
surat kuasa. 

(2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat ( 1) disampaikan secara tertulis kepada 
Bupati melalui Kepala BAPENDA, dengan 
melampirkan: 

a. fotokopi identitas 
identitas kuasa 
dikuasakan; 

Wajib Pajak atau fotokopi 
Wajib Pajak dalam hal 

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan 
bahwa Pajak tidak benar atau dokumen 
keuangan . yang _menunjukkan kondisi sedang 
mengalanu kesulitan keuangan, sehingga dapat 
dikurangkan; dan 

c. dokumen pendukung lainnya. 
(3) Permohonan . pengurangan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling lama 2 
. (dua) bulan sejak tanggal diterima surat. ketetapan 

pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dap~t menunjukkan 
bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi 
karena kea~aan di luar. kekuasaa'nnya. · · · 
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(
4

) P~nyampaian pennohonan pengurangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan: 

(5) 

a. secara langsung; 
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; 

atau 
c. secara online melalui aplikasi perpajakan 

daerah. 
Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk 
memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) adalah: 
a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal 

disampaikan secara langsung oleh W a jib Pajak 
pada petugas Tempat Pelayanan BAPENDA; 

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA , dalam hal 
surat permohonan disampaikan melalui pos atau 
jasa pengiriman tercatat; atau 

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara online, 
dalam hal disampaikan secara online melalui 
·aplikasi perpajakan daerah. 

(6) Ketentuan mengenai Permohonan pengurangan 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

( 1) 

sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) tercantum pada 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 27 
Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan melakukan 
pemeriksaan permohonan pengurangan Wajib Pajak 
yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana 
dima.ksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2). 
Permohonan pengurangan yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 26 
ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat 
permohonan sehingga tida.k dipertimbangkan. 
Oalam h al permohonan pengurangan tidak dapat 
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala BAPENDA haru.s mengembalikan 
permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya 
disertai alasan yang mendasari. 
Oalam hal permohonan pengurangan tidak dapat 
dipertimbangkan maka Wajlb Pajak dapat mengajukan 
permohonan kembali dengan memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( 1) dan 
ayat (2). 

Pasal 28 
oalam rangka memeriksa permohonan pengurangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 a.yat (~). 
Kepala BAPENDA_ dapat meminta dokumen, da,ta; dan/ 
atau informasi yang diperlukan. melalu.i peny~pa.ian 

• . . "f. ·, 
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surat pennintaan dokumen, data, dan/ atau informasi 
lainnya. 

(2) Dokumen pennintaan sebagaimana dimaksud pada 

a~at (1) harus dipenuhi Wajib Pajak paling l~ma 5 

(hma) hari kerja sejak tanggal surat permmtaan 
diterima. 

(3) Dalam pemeriksaan lebih lanjut permohonan Wajib 
Pajak, Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan 
tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan 
surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib 
Pajak harus memberikan keterangan yang diminta 
dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau 
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (3), pennohonan pengurangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat ( 1), tetap 
diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, 
dan/ atau keterangan yang ada atau yang diterima. 

Pasal 29 
(1) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud Pasal 27 ayat (1), Bupati melalui Kepala 
BAPENDA memberi keputusan atas pennohonan 
pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal surat pennohonan pengurangan 
diterima. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa rnenerima atau menolak permohonan Wajib 
Pajak. 

(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) telah terlarnpaui 
tetapi Bupati atau Kepala BAPENDA tidak memberikan 
keputusan, permohonan pengurangan dianggap 
diterima dan diterbitkan keputusan sesuai dengan 
permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling 
lama 1 (satu) bulan. 

Bagian Kedua 
Keringanan 

Pasal 30 
(l) Atas dasar pemohonan Wajib Pajak, Bupati dan/ Atau 

Kepala BAPENDA dapat memberikan keringanan 
pembayaran Pajak terutang sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang ditetapkan dalam 
Keputusan Bupati atau Kepala BAPENDA. 
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(2) Pembcrian kcringanan pembayaran Pajak ~eru~g 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dtbenkan 
bc.rupa: 

8 • perpanjangan batas waktu pembayaran atau 

pelaporan Pajak; dan/atau 
b, pemberian fasilitas angsuran atau penund~ 

pembayaran Pajak terutang atau Utang PaJak 
dalam SKPOKB atau SKPOKBT, STPD, Surat 
Keputusan Banding, Keputusan Peninjauan 
Kembali. 

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau 
pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami 
keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu 
memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya. 

(4) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau 
pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dapat diberikan Bupati atau Kepala BAPENDA 
secara jabatan yang ditetapkan dalam keputusan 
Bupati atau Kepala BAPENDA. 

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dilakukan dalam hat Wajib Pajak mengalami kesulitan 
likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga 
Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban 
pelunasan Pajak pada waktunya 

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 
pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b, Bupati memperhatikan 
kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak 
selama 2 (dua) tahun terakhir. 

Pasa131 
( 1) Pennohonan keringanan Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan: 
a. permohonan diajukan secara tertulis dalam 

Bahasa Indonesia kepada Bupati atau Kepala 
BAPENDA daerah disertai dengan alasan dan 
bukti yang mendukung permohonan; 

b . surat permohonan keringanan pembayaran 
Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
paling sedikit memuat: 

1. nama dan alamat wajib pajak; 
2 . jumlab. utang Pajak Y!'lllg dimoh_onkan 

pengangsuran, masa angsuran dan 
besarnya angsuran; 



(2) 

(3) 

(4) 
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3. jumlah utang Pajak yang dimohonkan 
· ka penundaan pembayaran dan Jang 

waktu penundaan; 
4. ditandatangani oleh Wajib Pajak, .dan 

dalam hal ditandatangani oleh bukan 
Wajib Pajak harus dilampiri surat 

kuasa; 
5. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 

(satu) surat ketetapan; 
6. tidak memiliki tunggakan Pajak tahun-

tahun sebelumnya; dan 
7. dilampiri fotokopi surat ketetapan yang 

dimohonkan keringanan. 
Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja 
sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila 
Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan 
bahwa batas waktu pengajuan tidak dapat dipenuhi 
karena keadaan di luar kekuasaannya; 
Penyampaian pennohonan pengurangan Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan: 

a. secara langsung; 
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau 
c. secara online melalui aplikasi perpajakan 

daerah 
Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk 
memproses surat pennohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) adalah: 
a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal 

disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak 
pada petugas Tempat Pelayanan BAPENDA; 

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam hal 
surat permohonan disampaikan melalui pos atau 
jasa pengiriman tercatat; atau 

c. tanggal terima surat dari W a jib . Pajak secara 
online, dalam hal disampaikan secara online 
melalui aplikasi perpajakan daerah. 

Pasal 32 
(l) Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan melakukan 

pemeriksaan permohonan keringanan Wajib Pajak 
yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat ( 1). 

(2) Permohonan keringanan yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam .Pasal 3l 
ayat (1), dianggap bukan sebagai surat pennohonan 
sehingga tidak dipertimbangkan. .. 

(3) · Dalam hal permohonan keringan~ tidak dapat 
diper-timbangkan sebagaimana diniaksud pada · ayat 
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(2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 
15 (Lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya 
surat pennohonan harus mengembalikan permohonan 
kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan 
Yang mendasari. 

(4) Dalam hal pennohonan keringanan tidak dapat 
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Wajib Pajak dapat mengajukan pennohonan 
kembali sepanjang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1). 

Pasal 33 
( l) Dalam rangka pemeriksaan permohonan keringanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), 
Kepala BAPENDA dapat meminta dokumen, data, 
informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat 
permintaan dokumen, data dan/ atau infonnasi 
lainnya. 

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dipenuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja 
sejak tanggal surat permintaan diterima wajib pajak. 

(3) Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas 
permohonan Wajib Pajak, Kepala BAPENDA dapat 
meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak 
dengan menyampaikan surat permintaan keterangan 
tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan 
keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling 
lama 5 (lima) hari. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau 
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (3), permohonan keringanan Pajak 
terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 
(1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, 
informasi dan/ atau keterangan yang ada atau yang 
diterima. 

Pasal 34 
(1) Setelah dilakukan pemeriksaan permohonan 

keringanan sebagaimana dimaksud dalam . Pasal 32 
ayat -(1), Kepala BAPENDA memberikan keputusan 
atas pennohonan keringanan, dalam jangka waktu 
paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal 
surat permohonan diterima. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~apat 
berupa menerima ataU menolak permohonan Wajib 

Pajak; : . _ . .· . 
(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (T1ga Puluh) hari kerja 

bagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui ::n Bupati a_tau Kepala BAPENDk tidak 'memberikan 
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keputusan, perrnohonan dianggap diterima dan 
diterbitkan surat keputusan sesuai dengan 
permohonan Wajib Pajak daJam jangka waktu paling 
lama 5 (lima) hari kerja. 

PasaJ 35 
( 1) Dalam hal perrnohonan keringanan diberikan dalam 

bentuk fasilitas angsuran pembayaran atau 
penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang 
Pajak sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 30 ayat (2) 
huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. jangka waktu pengangsuran paling lama 24 (dua 

puluh empat) bulan sejak diterbitkannya surat 
keputusan persetujuan; dan 

b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh 
tempo atas surat ketetapan yang pembayarannya 
dimintakan pengangsuran. 

(2) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam 
bentuk penundaan pembayaran terutang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b diatur 
dengan ketentuan jangka waktu penundaan 
pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
sejak diterbitkannya surat keputusan. 

Pasal 36 
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, 
pengurangan, pembetulan, banding, atau penmJauan 
kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang 
Pajak yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran 
pembayaran atau penundaan pembayaran, keputusan 
pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran 
tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai 
dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. 

Pasal 37 
(1) Dalam hal keputusan pengangsuran atau penundaan 

pembayaran belum diterbitkan, kepada Wajib Pajak 
dimaksud diterbitkan surat keputusan kelebihan 
pembayaran atau pem~rian imbala.n bunga dengan 
terlebih dahulu memperh1tungkan utang Pajak. 

(2) Dalam hal besamya kelebihan pembayaran pajak atau 
pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk 
melunasi utang Pajak, maka jumlah utang Pajak 
setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak 
dan /atau pemberian imbalan bunga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) . 

Pasal 38 
(~) Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau 



(2) 
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menunda pembayaran Pajak sudah diterbitkan suatu 
k~putusan, dan kepada Wajib Pajak dunaksud 
d1terbitkan surat keputusan yang mengakibatkan 
~elebihan pembayaran dan/ atau pemberian imb~an 
. Unga, kelebihan pembayaran dan/ atau pembenan 
imbalan bunga terlebih dahulu harus diperhitungkan 
d~ngan sisa utang Pajak yang belum diangsur atau 
ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan . 
Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak 
dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana 
dimaksudl pada ayat (1) tidak mencukupi untuk 
melunasi sisa utang Pajak yang telah diterbitkan 
keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/ 
atau masa angsuran dari sisa utang Pajak ditetapkan 
kembali dengan ketentuan : 

a. besarnya angsuran dan denda administratif 
setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya 
angsuran dan denda administratif yang telah 
ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; 
dan 

b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa 
masa angsuran yang telah ditetapkan dalam 
surat keputusan sebelumnya. 

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak 
dan/ atau pemberian imbalan bunga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk 
melunasi utang Pajak yang ditunda, Wajib Pajak 
tetap harus melunasi utang Pajak tersebut sesuai 
dengan jangka waktu penundaan. 

Pasal 39 
(1) Dalarn hal diterbitkan suatu keputusan yang 

menyebabkan utang Pajak menjadi lebih besar atau 
Jebih kecil atas utang Pajak yang telah diterbitkan 
keputusan pengangsuran pembayaran, masa angsuran 
dan besarnya angsuran dari saldo utang Pajak 
ditetapkan kembali dengan ketentuan: 
a. besarnya angsuran dan denda administratif 

setiap angsuran disesuaikan; dan 
b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa 

masa angsuran yang telah disetujui. 
(2) Dalarn bal diterbitkan suatu keputusan yang 

menyebabkan utang Pajak menja~ le~ih besar atau 
Iebih kecil atas utang Pajak yang telah diterbitkan 
keputusan pen~ndaan pem~ayaran, ~ajib Pajak tetap 
wajib melunas1 utang Pa3ak sesuru dengan jangka 
waktu penundaan. 

I I 
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Pasal 4 
(l) Penetapan k 

em ball besarnya angsuran dan/ at.au mnsa 
angs_uran sebagaitnano. dimaksud dalam Pasal 39 ayat 
(l) dilakukan dengan proscdur: 

a. Kepala BAPENDA memberitahukan kepada 
Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan 
saldo Utang Pajak serta permintaan usulan 
perubahan pengangsuran; 

b. Wajib Pajak atau kuasanya harus 
menyampaikan usuhm perubahan 
pengangsuran paling Jama 5 (lima) hari kerja 
sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a; dan 

c. Bupati atau Kepala BAPENDA menerbitkan 
perubahan keputusan pengangsuran 
pem.bayaran Pajak berdasarkan usulan yang 
disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 
(lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya 
usulan Wajib Pajak. 

(2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala BAPENDA tidak 
menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib 
Pajak, Bupati atau Kepala BAPENDA menerbitkan 
perubahan keputusan pengangsuran pembayaran 
Pajak secara jabatan dengan ketentuan: 

(1) 

(2) 

a. besamya angsuran adalah saldo Hutang Pajak 
dibagi dengan sisa masa angsuran; dan 

b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang 
telah disetujui. 

Pasal 41 
Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan 
pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga 
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari 
jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atau 
peninjauan kembali atas keteta~an atau keputusan 
terkait Utang Pajak yang telah d1terbitkan keputusan 
pengurangan, pengangsuran a tau penundaan 
pembayaran, keputusan pengurangan, _peng~ngsuran 
atau penundaan tetap berlaku dan Wa.Jtb Pa.Jak wajib 
melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditetapkan. 

Bagian Ketiga 
Pembebasan 



( 1) 

(2) 
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(4) 
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Atas d Pasal 42 
me b a_sar Permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat 
d m enkan pembebasan Pajak terutang sesuai 
eng~ ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

Yang d1tetapk d · I BAPENDA. an alam Keputusan Bupati atau Kepa a 

Pembebas p · d an a.tak terutang sebagaimana dimaksud 
~~ a ayat (1) diberikan terhadap Pajak Pajak terutang 
B ~ SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
p anding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali. 
e~bebasan Pajak dapat diberikan kepada Wajib 

PaJak apabila terjadi keadaan kahar (force majeure). 
Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) meliputi: 

a. bencana alam · , 
b. kebakaran· , 
c. kerusuhan massal atau huru-hara; 
d. wabah penyakit; dan/ atau 
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan 

Kepala Daerah. 

Pasal 43 
(1) Permohonan pembebasan Pajak terutang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan: 

a. tidak diajukan keberatan; 
b. diajukan keberatan, tetapi tidak 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

dipertimbangkan; 
tidak sedang diajukan permohonan 
pengurangan atau penghapusan sanksi 
administrasi; 
diajukan permohonan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi, tetapi 
dicabut oleh Wajib Pajak; 
1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, 

SKPDKBT; 
permohonan harus diajukan secara tertulis 
dalam Bahasa Indonesia; dan 
surat permohonan ditandatangani oleh Wajib 
Pajak dan dalam hal surat permohonan 
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat 
permohonan harus dilarnpiri dengan surat 

k;uasa. 
· · h an pembebasan Pajak terutang sebagaimana 

(2) Permo on . . . ak . d pada ayat (1) d1aJukan secara tertulis 
dun su . 

B
upati atau Kepala BAPENDA, dengan 

kepada 
melampiri: 

.. 



(3) 

a. 

b. 
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f~tokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi 
identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal 
dikuasakan· 

' dokumen pendukung yang dapat 
menunjukkan bahwa usahanya telah 
bangkrut, sehingga dapat dibebaskan; dan 

C. d k p o umen pendukung lainnya. 
ennohonan pembebasan sebagaimana dimaksud 

d~am ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling lama 3 
(ti~a) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan 
Pa.Jak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan 
bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Penyampaian permohonan pembebasan Pajak terutang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan: 

a. secara langsung; 
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau 
c. secara online melalui aplikasi perpajakan daerah 

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk 
memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) adalah: 
a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal 

disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak 
pada petugas Tempat Pelayanan BAPENDA; 

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam hal 
surat permohonan disampaikan melalui pos atau 
jasa pengiriman tercatat; atau 

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara 
online, dalam hal disampaikan secara online 
melalui aplikasi perpajakan daerah. 

Pasal 44 

(1) Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan melakukan 
pemeriksaan permohonan pembebasan Wajib Pajak 
yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2). 

(2) Permohonan pembebasan yang tidak memenuhi 
ersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 

~yat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai 
permohonan sehingga tidak dipertimbangJca.r_i. 

(3) oaiam hal permohonan pembebasan tidak dapat 
dipertimbangkan sebagaimana di_maksud pada ayat (2), 

B ti dalam jangka waktu palmg lama 5 (lima) hari 
upa ct· . 

ke •a sejak tanggal 1tenmanya surat permohonan 
ha;us mengemb~ikan. permohonan kepada Wajib Pajak 

tau kUasanya d1ser:ta1 alasan yang mendasar. · 
a ,1 · · ·hal permohonan pef!1bebasan tidak dapat 

(4) Da ~ · · d' ak .d. rtimbangkan sebagaunana 1m sud pada ayat (2), 
ipe . ·h d ·. t . ka Wajib Pajak masl apa n:ienga.Ju n pennohonan 



if'.·. 
~='I,, 

I , 

kembali . · · na ct· . sepan3ang memenuhi persyaratan sebagaima 
tmaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2). 

( 1) Dalam . Pasal 45 
• rangka memeriksa permohonan pembebasan 

seb · agaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Kepala 
~APENDA dapat meminta dokumen, data, dan/ atau 
info~asi Yang diperlukan melalui penyampaian sura~ 
permmtaan dokumen data, dan/ atau informasi 
lainnya. ' 

(2) D_okumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
di~enuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja 
SeJak tanggal surat permintaan diterima. 

(3) Dalarn rangka memeriksa Iebih lanjut atas pennohonan 
pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
Kepala BAPENDA dapat meminta keterangan tambahan 
kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat 
permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak 
harus memberikan keterangan yang diminta dalam 
jangka waktu paling lama 5 (Lima) hari sejak surat 
diterima sebagaimana disebut dalam surat permintaan 
keterangan tambahan. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau 
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (3), permohonan pembebasan Pajak 
terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 
(1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, 
informasi, dan/ atau keterangan yang ada atau yang 

diterima. 
Pasal 46 

( 1) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 ayat (1), Bupati memberikan keputusan 
atas permohonan pembebasan Pajak dalam jangka 
waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
diterimanya surat permohonan 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa menerima atau menolak permohonan Wajib 

Pajak 
(
3

) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan 
bagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui 

se rik k 
d 

Bupati tidak membe an eputusan, permohonan 
an . d 

pembebasan dianggap ditenma . and Bupati menerbitkan 

k 
utusan pembebasan sesuai engan permohonan 

ep , · k akt 1· I Wajib Pajak dalam J:mg a _w u pa mg ama 1 (satu) 
bulan sejak _berakh1mya Jangka waktu sebagaimana 
dimaJcsud pada ayat (1). f, 

~ 
t . BAB VIII . 
f: . .· - , . . AN DAN pgMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH 
l ~TA CARA PEMBE'fUL ' - '. ~- ' . . 

[l;;,, ' 
~i{,· -. 
~+& ·. 
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Bagian Kesatu 
Pembetulan 

Pasal 47 
Kepala BAPENDA atau pejabat berwenang dapat 
membetulkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau 
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalarn 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau 
kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang­
undangan Perpajakan Daerah terhadap permohonan 
wajib pajak. 
Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
meliputi kesalahan dalam penulisan: 
a. nama; 
b. alamat; 
c. npwpd; 
d. nomor surat ketetapan pajak; 
e. jenis pajak; 
f. tanggal jatuh tempo; dan 
g. masa pajak dan/ atau tahun pajak. 
Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi kesalahan dalam penjumlahan dan/atau 
pengurangan dan/ atau perkalian dan/ atau pembagian 
suatu bilangan. 
Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 
Peraturan Perundang-undangan perpajakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kekeliruan dalam penerapan tarif; atau 
b. kekeliruan penerapan sanksi administratif. 

Pasal 48 

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 ayat (1) harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 

a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) 
ketetapan pajak; 

b. 

c. 

d. 

diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 
disertai alasan yang mendukung 
permohonannya; 
pennohonan disampaikan kepada Kepala 
BAPENDA; dan 
surat permoh~nan d~~da~gani oleh Wajib 
Pajak, apabila waJ1b paJak tidak bisa 
menandatangani surat per~ohonan maka dapat 
dikUasakan dengan melamp1rkan surat kuasa. 

(2) 
Permohonan pe~betul~ sebagaimana dimaksud 
dalaIIl ayat ( 1) disampaikan sec8:1"a tertulis kepada 

ala BAPENDA dengan melamp1rkan · Kep · 



(3) 

33 

Wajib Pajak atau fotokopi 
Wajib Pajak dalam hal 

a fotokopi identitas 
identitas kuasa 
dikuasakan; dan 

b. dokumen pendukung lainnya. 
Permohona,n pembetulan diajukan paling lambat IO 
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat 
ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 
~enunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat 
dtpenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 

(
4

) P~nyampaian permohonan pembetulan sebagaimana 
d1.maksud pada ayat (3) dapat dilakukan: 

{5) 

(6) 

a. secara langsung; 
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau 
c. secara online melalui aplikasi perpajakan 

daerah. 
Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar 
untuk memproses surat permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) adalah: 
a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam 

hal disampaikan secara langsung oleh Wajib 
Pajak pada petugas Tempat Pelayanan 
BAPENDA; 

b . tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalam hal 
surat permohonan disampaikan melalui pos 
atau jasa pengiriman tercatat; atau 

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara 
online, dalam hat disampaikan secara online 
melalui aplikasi perpajakan daerah. 

Ketentuan mengenai bentuk dan 1s1 fomulir 
pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 49 
(l) Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan melakukan 

pemeriksaan permohonan pembetulan Wajib Pajak 
yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana 

d . aksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2). 
im 'dak {2) P rmohonan pembetulan yang ti memenuhi 
e aratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 persy . 

t {l) dan ayat (2) , d1anggap bukan sebagai 
aya honan sehingga tidak dipertimbangkan. ~= hal pennohonan pembetulan tidak dapa,t 

(3) ' . ertimbangkan seba~aimana dimaksud pada ayat 
dtp K pala BAPENDA harus mengembalikan 
<2), he an kepada Wajib Pajak atau . kuasanya 
permo on d . 

. . alasan yang men asan. 
diserbll h 1 permohonan pembetulan tidak dapat 

(4) Dal~ ~ gkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
. dipertun n 
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(2) Wa"b 
ke:nb l' ~1 Pajak . dapat mengajukan permohonan 
Seba :1 se~anjang memenuhi persyaratan 
ayat ~

2
)·~ana d1maksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan 

Pasal 50 
(l) Setelah d'l k , . d ' . 1 a ukan pemenksaan sebaga1mana 

tmaksud dalam Pasal 49 ayat ( 1) Kepala BAPENDA 
memb · . ' en keputusan atas permohonart pembetulan 
seb · , agaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dalam 
Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 
surat permohonan pembetulan diterima. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
be~pa menambahkan atau mengurangkan jumlah 
paJak yang terutang atau memperbaiki kesalahan dan 
kekeliruan atau menolak permohonan Wajib Pajak. 

(3) Apabila jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, 
tetapi Kepala BAPENDA tidak memberi keputusan, 
permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan 
Kepala BAPENDA menerbitkan keputusan pembetulan 
sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 
(tujuh) hari kerja sejak berakhirnyajangka waktu. 

Pasal 51 
(1) Dalarn hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak 

tentang kesalahan hitung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 ayat (1) dalam surat ketetapan pajak, 
maka Kepala BAPENDA membetulkan kesalahan 
tersebut secarajabatan. 

(2) Apabila keputusan pembetulan atas permohonan 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
ayat (3) masih terdapat kesalahan, maka Kepala 
BAPENDA dapat melakukan pembetulan atas 
permohonan Wajib Pajak maupun secarajabatan. 

Bagian Kedua 
Pembatalan 

Pasal 52 
Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena 

· . b ya Kepala BAPENDA dapat membatalkan 
J;K;=/ 'sKPDKBT/ SKPD.N/ SKPDLB/ STPD Pajak 
Sarang Burung Walet yang tidak benar atau seharusnya 

tidak diterbitkan. 

Pasal 53 . 

honan · pembatalan sebagaimana dimaksud 
(~) Permo h' . dalatP pasal 52 harus memenu 1 persya~a~: 
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a. tidak d' . k 
b. diaiuk 18.J~ an keberatan; kan. 

tid :.i an 1\.eberatan, tetapi tidak. dipertimbang ' 
c. ak. sedang diajukan permohonan pengurangan/ 

penghapusan sanksi administrasi· 
d . dia' k ' ta JU an pennohonan pengurangan a u 

penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut 
oleh Wajib Pajak 

e. 1 ( ' t satu) pennohonan untuk 1 (satu) sura 
ketetapan pajak; 

f. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia; dan 

g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib 
Pajak dan dalam hal surat permohonan 
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri 
dengan Surat Kuasa. 

(2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada 
Kepala BAPENDA dengan melampirkan: 
a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi 

identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal 
dikuasakan; 

b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan 
bahwa surat ketetapan Pajak tidak benar atau 
seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat 
dibatalkan; dan 

c. dokumen pendukung lainnya. 
(3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 10 

(sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat 
ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya . 

(4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan: 

a. secara langsung; 
b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; 

C. 

atau 
secara online melalui aplikasi perpajakan 
daerah. 

(S) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk 
memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) adalah: 

a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal 
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak 
pada petugas Tempat Pelayanan BAPENDA; 
tanggal terima surat oleh BAPENDA, dala.m hal 

b. surat pennohonan disampaikan melalui pos atau 
jasa pengiriman tercatat; atau 
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c. tan~a1 terima surat dari Waiib Pajak secara 
onlme dal " r ' am hal disampaikan secara on ine 
melalui apl'k . · 

l<etentua 1 asi perpajakan daerah. . 
pcnnoh n mengenai bentuk dan isi fomuhr 
ayat ( 1) 

0
::n pembatalan sebagaimana dirnaksud pada 

bagian tida cantu?1 pada Lampiran V yang me~p~an 
k terp1sahkan dari Peraturan Bupati mi. 

Pasal54 

( 
1
) K:pa)~ BAPENDA menindaklanjuti dengan melakukan 

p 
1
menksaan permohonan pembatalan Wajib Pajak yang 

te ah memenuhi persyaratan sebagaimana dirnaksud 
~alam Pasal 53 ayat ( 1) dan ayat (2). 

(
2

) ermohonan pembata.lan yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal · 53 
ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat 
permohonan sehingga tidak di pertimbangkan. . 

(3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat 
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala BAPENDA harus mengembalikan permohonan 
kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang 
mendasar. 

(4) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat 
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan 
kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2). 

Pasal 55 
( 1) Pemeriksaan permohonan pembatalan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Kepala BAPENDA 
dapat meminta dokumen, data dan/ atau informasi 
yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan 
dokumen, data, dan/ atau informasi lainnya. 

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 

d . nuhi Wajib Pajak paling lama 5 (Ii.ma) hari kerja 1pe . . . 
terhitung sejak tanggal surat permmtaan d1tenma. 
Dalam rangka pemeriksaan permohonan pembatalan 

(
3

) b 0 ;mana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAPENDA se ag(;U 

d t meminta keterangan tambahan kepada Wajib 
apa . 'kan 

. Pajak dengan menyampdal w ~-ubrat ?ermintaan 
· tambahan an · __ aJi PaJak .harus keterangan · . . · 

b •1,an· keterangan yang dimmta dalam Jangka 
mem en"" . . . . . ·. 

aling lama 5 (lima) Han. , . , . . . . 
waktu p .. 'ak 'dak h' b. • . . . hal Wajib PaJ ti memenu 1 se ag1an atau 

(4) Dalarn rmi·n·taan sebagaimana dimaksud pada ay~t 
~rub~ · · - · - · 

se - . · t '(3) permohonan peJ+ibatalan tetap diproses .. 
(1) d_an aya · , _ . . _ , -. • , · ·· 

, I.. • • • ' ~ • • 

. . 
•'. 

!• .- ; ••, I 

•• · " ·t 
·-'.~:},:.~,-t~/.\·: ---· \',1r(:F\}1:).r\,~~'?1:~_;,t}_}[J 
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sesu · a1 dengan d . / atau 
keterangan okumen, data, informas1, dan 

Yang ada atau yang diterima. 

{l) Setelah Pasal 56 . 
d.lak pemeriksaan permohonah pernbatalan 

1 ukan K · · an at ' epala BAPENDA memberikan keputus 
~~ Permohonan pembatalan dalam jangka waktu 

p mg lama 6 (enam) bulan hari kerja sejak tanggal 
surat permoh . -

(2) K onan pembatalan diterima, 
b eputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

e~upa menerima atau menolak permohonan Wajib 
Pajak. 

(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan 
(seba~aimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, 
tetapi Kepala BAPENDA tidak memberi keputusan, 
perrnohonan d.ianggap diterima dan Kepala BAPENDA 
menerbitkan surat keputusan pembatalan sesuai 
dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja. 

Pasal 57 
Dalam hal diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan, 
maka pejabat yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai 
berikut: 
a. 

b. 

C. 

pembatalan surat ketetapan Pajak yang lama dengan 
· cara menerbitkan surat ketetapan Pajak yang baru 
yang telah mengurangkan atau memperbaiki Surat 
Ketetapan Pajak yang lama; 
pemberian tanda silang pada surat ketetapan Pajak 
yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan 
bahwa surat ketetapan Pajak "DIBATALKAN", serta 
dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan; 

dan 
memerintahkan kepada wajib Pajak untuk melakukan 
pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
diterima surat ketetapan Pajak yang baru. 

. BAB IX 
i TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKS! ADMI°NISTRATIF 
I ~~ . . 
t~ (l) Atas dasar permohonan Wajib Pajak Bupati melalui 
~ ' Kepala BAPENDA ?apat . ~en~rangkan . atau 
~:. menghapuskan sanks1 a~mm1str~s1 _ Pajak b.erupa 
' bunga, denda atau kenrukan paJak Yc:\.ng terutang . 
f1 sesuai dengan ketentuan Peraturan · Perundang-

undangan. · - _ - , . . · _ . . . . 

P b rian pengurangan atau menghapuskan sanksi 
(2) a:U:istra,tif Pajak sebag8;:i~an~ diniaksud pada ayat 

' . (. . 



( 1 ). <liknrcn I k na 
1,: .. ,.,,lr 

1 
" <nn kcnl_pnnn Wujib Pajak, bukan are · 

' ·• \ ''", nt uu mcngnloml kcsuHtan keuangan. 
(l) P Pnsnl 5() . 

('nnohonnn . nksi n I • , pcngurnngnn otnu penghapusaP sa 
c tn1n1strntif sel>agolmana dima.ksud dalam Pasal 58 

nvnt(l)hn · 'b · ·kut· · n . rus memenuhi persyaratan sebagat en · 
· hcln.k diajuknn keberatan· · 

h ct ' · ' 'd k · ~f\lUkun keberat'nn, tet.api ti a 
d 1 pertim bangka.n; 

c. tidnk dhtjukun permohonan pengurangan atau 
pembatalun terhndnp ketetapan pajak yang 
sedung diajukan permohonan pengurangan 
ntau penghapusan sanksi administratif atau 
diajukan permohonan pcngurangan atau 
pembatalan terhadap ketetapan pajak yang 
sedang diajukan permohonan pengurangan 
atau penghapusan sanksi administratif tetapi 
dicabut oleh Wajib Pajak; 

d. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) ketetapan 
pajak; 

e. perrnohonan harus diajukan secara tertulis 
dalam Bahasa Indonesia; 

f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib 
Pajak dan dalam hal surat permohonan 
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat 
permohonan tersebut harus dilampiri dengan 
surat kuasa; 

g. sanksi administratif belum dibayar atau belum 
dilunasi oleh Wajib Pajak; dan 

h. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang 
menjadi dasar pengenaan sanksi administratif 
telah dilunasi oleh Wajib Pajak. 

(2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) diajukan secara tertulis ke~ada Bupati melalui 
Kepala BAPENDA, dengan melamp1rkan: 

a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi 
identitas kuasa Wajib Pajak dalam . hal 
dikuasakan; 

b. mengemukakan jumlah sanksi administratif . 
menurut Wajib Pajak dengan-disertai alasan· 

' . 
dan 

c. dokumen pendukung yang lai~nya. . 

(3) honan .pengurangan atau_ penghapusan -sanksi 
Permo d' k ct ·d I . 
administratif sebagaitrt.ana 1ma S'l_l ,, a _ am ayat (1) dan .·. 
a at (2) diajukan pa~mg_ lama -24 (dua pulu~ ernpat) , .. 
Y . l< tanggal d1tenmanya surat ketetapan. paiak· bulan seJa ·. . . . · . · . . " , ·. · 

I• bi'la Waiib PaJakdapat mepuil_Ju~an bahwa· · kecua .t apa . " .. ·· ·· . · . ,. · 
• • l • :~. '•• • 
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jangk 
a Waktu tid . 

luar keku ak dapat dipenuhi karena keadaan di 
(4) P asaannya 

enya:mPruan · 
Penghapu permohonan pengurangan a tau 

dirnaksuct san sanksi administratif Pajak sebagaimana 
a. se:ada ayat (3) dapat dilakukan: 

b 
ara langsung· 

· mel 1 · ' a ui Pos atau jasa pengiriman tercatat; atau 
c. secara 1· 'ak on me melalui aplikasi perpaJ an 

daerah. 
(5) Tangga1 pe . 

rnem nenmaan surat yang dijadikan dasar untuk 
proses sur t · · k d pad a permohonan sebagaimana d1ma su 

a ayat (4) adalah: 

a. ~ggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal 
disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak 
pada petugas Tempat Pelayanan BAPENDA 

b. tanggal terima surat oleh BAPENDA, dalarn hal 
~urat pennohonan disampaikan melalui pos atau 
Jasa pengiriman tercatat; atau 

c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara 
online, dalam hal disarnpaikan secara online 
melalui aplikasi perpajakan daerah. 

(6) Ketentuan mengenai bentuk dan 1s1 fomulir 
pennohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) 
tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 60 
(1) Kepala BAPENDA menindaklanjuti dengan melakukan 

pemeriksaan pennohonan pengurangan a tau 
penghapusan sanksi administratif Pajak Wajib Pajak 
yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2). 

(2) Pennohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 
administratif Pajak yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dan 
ayat (2), dianggap bukan sebagai surat pennohonan 
sehiogga tidak dipertimbangkan. 

(
3

) Dalam hal permohonan pengurangan atau 
enghapusan tidak dapat dipertimbangkan 

p b gaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau 
se a 

1 
BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 1 o 

Kepa a 'ak ta al d' . 
1 h) hari kerja seJ . . ngg 1tenmanya surat 

(Sepu ~ an harus mengembalikan · . pennohonen 
permo own 'ib Pajak atau kuasanya disertai alasa.n 
kepada aJ . 
ang mendasar • 

Y · · . hal permohonan pengurangan a tau 
(4) . Dalam sanksi administratif Pajak ti<iak dapat 

hapusan . , . · . 
peng . gk 

O 
seba.gaimana _dunaksud_ pad.a a,ya-t 

diperttwban a . 

, · .:'.""' ' 
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(2), Wajib p · .an 
kembali d 8Jak dapat mengajukan permohon 
dimaksuct ~ngan memenuhi persyaratan sebagaimarta 

a lam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2). . · 

( 1) Dalam r . Pasal 61 
a tau angka memeriksa pennohonan penguran,~an 
seba ai penghapusan sanksi administratif PaJ~k 
K ~ mana dimaksud dalarn Pasal 60 ayat (l), 
• :pa a ~APENDA dapat meminta dokumen, data, 
101ormas1 ya d' , t . ng iperlukan melalui penyampa1an sura 
permintaan d ku . . . 

(2) 0 1 ° men, dan/ atau mfonnas1 Iamnya. 
d 'o <Umen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

1~enuhi Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja 

(3
) SeJak tanggaI surat permintaan diterirna. 

Dalam rangka memeriksa lebih lanjut atas 
permo~onan pengurangan a tau penghapusan 
sebagrumana dimaksud Pasal 60 ayat (1), Kepala 
BAPENDA dapat rneminta keterangan tambahan 
kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat 
permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak 
harus rnemberikan keterangan yang dirninta dalam 
jangka waktu paling lama 5 (lirna) hari. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau 
seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (3) , permohonan pembebasan atau 
penghapusan sanksi administratif Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tetap diproses 
sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/ atau 
keterangan yang ada atau yang diterima. 

. ( 1) 

(2) 

(3) 

Pasal 62 
Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Bupati atau Kepala 
BAPENDA memberi keputusan atas permohonan 
pengurangan atau penghapu~ sanksi adminitratif 
Pajak dalam jangka waktu palmg lama 2 (dua) bulan 
sejak tanggal surat permohonan diterima. 
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa menerima atau menolak permohonan Wajib 

Pajak . 
b •i dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 

Apa 
1 ~ ana dimaksud pada ayat ( 1) telah terlampa~i 

sebaga1m . . 
. B pati atau Kepala BAPENDA tidak memberi 

tetap1 u • · 
n pennohonan pengurangan atau 

keputus:~an sanksi admistratif . Pajak .,dianggap 
penghap dan· Bupati . atau Kepala BAPENDA 
d'k bulkan · · . . · 

I a itkan surat. kep~tusa~ , p~ngurang~ atau 
menerb sanksi adm1s~tif PaJ~ · se~ua1 dengan 
penghapusan Wajib Pajak paling _ lama· 1 (satu) b_uiai-i. .. . . 
permohonan · . . · · . . _ .. ., . 

~· . . . ' .;. . . .... ~ ... -

. : ··.· :-· '.•_. ,\ . ~':: ·~: [ ;:.;·.··_:;:_·\~, :,;)={)/// 
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S'k eJa berakh' 
ditnaksuct d irnya jangka waktu sebagaunana 

Pa a ayat(l). 

TATA CARA PENGEMB BAB X 
ALlAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

, l 

.. Pasal 63 
W8.Jib PaJ·ak · h · an . dapat mengaiukan permo on · pengernb r :J • 

k a ian atas kelebihan pembayaran Pajak 
epada Kepala BAPENDA 

Permohona · ' k d n pengembalian sebagaimana dnna su 
pada ~yat (l) paling sedikit memuat: 
a. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila 

b. 

c. 
d. 
e. 

f. 

g. 

dikuasakan. 
' 

nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya 
apabila dikuasakan· 
NPWPD; ' 
masa pajak dan tahun pajak; 
perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib 
Pajak; 

besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; 
dan 
Nomor Rekening Bank Wajib Pajak. 

Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) melampirkan dokumen: 
a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi 

identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal 
dikuasakan; 

b. fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan 
Keberatan, putusan banding, Keputusan 
Peninjauan 
Pembetulan; 

Kembali atau Keputusan 

c. fotokopi SSPD untuk masa pajak yang menjadi 
dasar permohonan; 

d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan 
e. fotokopi buku Bank apabila pembayaran 

dilakukan melalui transfer Bank dengan 
memperlihatkan aslinya. 

Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diaju~ secara te~ulis paling lam~ 12 
(dua belas) bulan seJak saat timbulnya kelebihan 

pembayaran pajak. 

Pasal 64 
Penyampaian . permohonan peng( e)mdb~ian. sebagaimana . 
dimal{Sud dalatn Pasal 63. ayat 1 .. apat dilakukan: 

a. secara langsung; . . . . -. - , . -_ ... ·.· . : 
b. meialui pos atauja~ pe~gm~an te~ca~t; atau.: 
c'. secara online melal~1 aP,likasq,erpaJakan ~ae:rah:. . ,.·, .,;; .. 

.. : ; '•. -



(2) 'I'nnggl\l llc1,c . 
' rtnrnnn st . .. . •· 

ll ll'lllnrc"" , trot ~ ""R ll\)nthkon dusM untUJ\ 
~ .,,,,cs surnt , _ .1 

pnctn "" 1 ( 1) pc rmohonnn scl>aRnimrull\ dinmk$llO 
· " ndnlnh: 

11• tnn ) 1 · 
ggn tcmnn NUrnt dnti Wn1'ib P"1ok dnlmn 

h. 

t' . 

h1 I 1 · • '\I ' 
p ' . t _•siunpniknn secnrn longsung oleh Wl\flb 

t~ink pndn pctugns Tempnt pclnynnnn 
l3APENDI\; 

tnnggnl tcrimn surnt olch BAPENDA. dnlltt11 

hnl surnt permohonnn disnmpniknn mclnlui 
pos atnu jl\sn pengirimnn l'crcntnt; ntau 
tnnggnl terimn surnt dnri Wajib Pl\jnk sccnro 
0111i11e, dnlnm hnl disnmpaiknn sccnm onlitw 
melnlui npliknsi perpnjnknn daemh. 

Pasal 65 
( l) Kcpala BAPENDA menindaklanjuti dengnn melakuknn 

pemeriksaan permohonan pengembalian \Vajib Pajak 
yang telah memenuhi persyarntan sebagtlimnnn 
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3). 

(2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagnimana dimaksud dalnm Pasnl 63 
ayat (2) da.n ayat (3), dianggnp buknn sebagai 
permohonan pengemba.lian, sehingga tidak dnpnt 
dipertimbangkan. 

(3) Dalam hal pem1ohonan pengembalian tidak dnpat 
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada R,ynt 
(2), Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 
5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimnnya surat 
permohonan harus mengembnliknn permohonan 
kepa.da. Wajib Pajak atnu kuasanya disertni alasnn 
yang mendasar. 

(4) Dalam ha) permohonan pengembalian tidnk dnpat 
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pnda R.}·nt 

(2), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
kembali dengan memenuhi persyaratan sebagaimnna 
dimaksud dalam Pnsal 63 nyat (2) dan ayat (3). 

Pnsal 66 

(l) Bupati dalam jangka waktu paling lnma 12 (dua betas) 
bulan, sejak diterimanyn pennohonan pengembaliun 
kelebihan pembaynrnn Pajak sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 63 ayat (1), harus memberikan keputusan , 

(2) A abila jangka waktu sebagaimana dimnksud pnda 
a:at (I) telah dilampaui dan Bupati tidak memberiknn 
suatu keputusan, pcrmohonan pengembalhm 
pembayaran pajak dian~p dikabulkan dnn SKPDLB 
harus diterbitkan dnlam Jangka waktu paling lama l 

(satu) bulan . 

. . ,, . ' . 
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(3) Apabila Wajib p . k 
l · ~a mempu · 
~nnya, kelebihan nya1 . utang pajak atau 

dtperhitungkan pembayaran pajak langsung 
Paja k tersebut. untuk melunasi terlebih dahulu utang 

(4) Pengembalian k I . 
dalam jan k e eb1han pembayaran pajak dilakukan 
diterbitk g a Waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

annya SKPDLB 
(S) J ika pengembali · · , 

dilakukan an keleb1han pembayaran PaJak 
setelah lewat 2 (dua) bulan Bupati 

memb 'k · ' en an lDlbalan bunga sebesar O 6 % (Nol koma 
enam persen) sebulan atas keterlamba~ pembayaran 
kelebihan pembayaran pajak. 

BAB XI 
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK 

Pasal67 
( 1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Pemeriksaan pajak sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dalam bentuk: 

a. pemeriksaan sederhana; dan/ atau 
b. pemeriksaan lengkap. 

(3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dapat dilakukan dilapangan dan di 
BAPENDA terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan 
dan/ atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan 
dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot 
dan kedalaman yang sederhana. 

(4) Pemeriksaan lengkap sederhana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b dilakukan di tempat Wajib Pajak 
untuk tahun berjalan dan/ atau tahun-tahun 
sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik 
pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan 
pada umumnya. 

Pasal 68 
Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 67 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara: 

memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda a. 

b. 

pelunasan pajak, buku, catatan dan dokumen 
pendulrung_ Iainnya tennasuk kel~aran dari media 
komputer dan perangkat elektronik pengolah data 

Iainnya; 
meminjam buku, catatan dan . d.okumen pendukung 

lain tennasuk keluaran dart media komputer dan 
nya be 'kan 

pengolah data lainnya dengan mem n . tanda 

terima; 

' • t 

. .. ~· .. ,;~;-~ .'· ~~;.:_-:,: 

11 I ' r ,, 
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C. 

d. 

e. 

memeriksa buku 
lainnya termasuk' kcaltatan dan dokumen pendukung 

e uaran d · · pengolah data lainn . an media. komputer dan 
m . ya, 

enunta keterangan li 
Pajak yang d ' .k san dan/atau tertulis dari Wajib 

ipen sa: dan 
merninta keteran ' 
dan· •hak gan dan/ atau bukti yang diperlukan 

P1 ketiga . \V .. b p . yang mempunyai hubungan dengan 
a.JI a.Jak Yang diperiksa. 

Pasal 69 

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 
67 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara: 

a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya 
sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah; 

b . memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung 
lainnya tennasuk keluaran dari media komputer dan 
pengolah data Jainnya; 

c. meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung 
lainnya tennasuk keluaran dari media komputer dan 
pengolah data lainnya dengan memberikan tanda 
terima; 

d . meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib 
Pajak yang diperiksa; 

e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga 
merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, 
barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang 
keadaan usaha dan/atau tempat lain yang dianggap 
penting serta melakukan pemeriksaan di tempat; 

f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu 
apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak 
memberikan kesempatan untuk memasuki tempat 
atau ruangan tertentu, atau tidak di tempat pada saat 
pemeriksaan; dan 

g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan 
dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan 
Wajib Pajak yang diperiksa. 

Pasal 70 
(1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, 

Wajib Pajak atau kuasanya tidak ada di tempat, 
pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak 
yang mempunyai kewenangan . untuk bertindak 
mewakili Wajib Pajak sesuai dengan batas 
kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda 
dan dilanjutkan pada ~esempatan berikutnya. 

(2) Untuk keperluan ~ngamanan pemeriksa.an; sebelum 
pemeriksaatl lapangan ditun~~ dapat- . dilakukan 
penyegelan tempat atau ruangan y~g diperlukan ... 
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(3) Apabila pada saat pemer·k 
setelah dilak k 1 saan lapangan dilanjutkan 

u an penundaan Wa'•b P 'ak 
kuasanya tidak • . . ' JI 8.J atau 
d 'lak k JUga ada d1tempat, pemeriksaan tetap 
~ .. u an dengan terlebih dahulu min ta pegawai 

p ~1~ Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib 
a,Ja . guna membantu kelancaran perneriksaan. 

(4) Apabila _Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak 

membenkan izin untuk mernasuki tempat atau 
ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi 
bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta 
memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau 
kuasanya harus menandatangani surat pemyataan 
penolakan membantu kelancaran pemeriksaan. 

(5) Apabila Wajib Pajak atau yang diminta mewakili Wajib 
Pajak menolak untuk membantu kelancaran 
pemeriksaan, yang bersangkutan harus menanda 
tangani surat pemyataan penolakan pemeriksaan. 

(6) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat 
penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita 
acara penolakan pemeriksaan yang ditanda tangani 
oleh pemeriksa. 

(7) Surat pemyataan penolakan pemeriksaan, surat 
pemyataan penolakan membantu pemeriksaan dan 
berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan 
dasar untuk penetapan besamya pajak terutang 
secara jabatan atau dilakukan penyidikan. 

(8) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk 
digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, 
SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk 
pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang­
undangan. 

Pasal 71 
(1) Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang 

dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD berbeda dengan 
SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan 
kepada Wajib Pajak. 

(2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan 
pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan 
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah 
pemeriksaan selesai dilakukan. 

(3) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksan lapangan 
dilakukan dalarn waktu paling lama 14 (empat beJas} 
bari setelah pemeriksaan la'pangan selesai·d~akukan. 

(4) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepadl:l Wajib 
Pajak segera setelah peme~saan lapangan selesai .: 
dilakukan dan ti~ak · menunggu tanggapan Wajib 

Pajak. 
._ l_ 

,·,--:11 

·, ,. . 
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(5) 

(6) 

Apabila W ajib Pajak f dak . 
t'dak 1 membenkan tan 1 menghad · · ggapan atau 

. in pembahasan akh' h 
pemenksaan, STPD . . tr asil 
berdasarkan h . d1t~rb1tkan secara jabatan, 
kepada W "b p ~s1l pemenksaan yang disampaikan 

8.Jl a.iak. 
Pemberitahua h il . 
. n as pemenksaan kepada W ajib Pajak 

tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan 
dengan penyidikan. 

(7) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti 
perm~laan tentang adanya tindak pidana di bidang 
perp8..)akan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan 
pemeriksa membuat laporan pemeriksaan. 

BAB XII 
PENERIMMN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN PELAYANAN 

Pasal 72 
(1) BAPENDA wajib mengelola pengaduan, saran dan 

masukan atas pelayanan Pajak Sarang Burung 
W alet dari masyarakat sesuai ketentuan Pera tu ran 
Perundang-undangan. 

(2) Pengaduan, sarandan masukan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui: 
a. kotak saran/kotak pengaduan, dan 
b. media teknologi informasi dan komunikasi. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai taata cara 
penerimaan pengaduan, saran, dan masukan diatur 
dalam standar operasional prosedur dengan 
Peraturan Kepala BAPENDA. 

(1) 

(2) 

BAB XIII 
SOSIALISASI DAN EDUKASI 

Pasal 73 
BAPENDA dapat melakukan sosialisasi dan edukasi 
kepada masyarakat dan wajib pajak. 
Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dapat berupa: 
a. penyuluhan; 
b. seminar;sosialisasi; atau 
c. penyebaran informasi melalui media 

elektronik maupun media cetak, Pamflet, 
Spanduk, Baliho. 
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BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 74 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku . . 
Peraturan Bupat' o K . · 1 gan omenng Ulu Timur Nomor 20 Tahun 
2015 Tentang Petunjuk Pelaksana Teknis Pemungutan Pajak 
Saran~ Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Ogan 
K~mermg Ulu Timur Tahun 2015 Nomor 20) dicabut dan 
dmyatakan tidak berlaku. 

Pasal 75 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan, penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

Ditetapkan di Martapura 
pada tanggal /6 c!ilAuaJ i 021 

Diundangkan di MartaJ:>ura 
pada tanggal fr:, ocm~, z.o2.-1 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

' 

JU 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 

'I'AiiUN 2024 NOMOR 
, ._·, ~ '~ 

,, .· ·:, :; ;.} .. ;,j 3:,:,/;~j:)J'.i]J 


